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ABSTRAK:

CATATAN:

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah,
pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu
diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan
kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi
daerah yang menarik bagi penanam modal. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka harus
diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun
2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1984; UU No.25 Tahun 1992;
UU No.37 tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU
No.40 tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU no.32 Tahun 2009;
UU No.39 Tahun 2009; UU No.21 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 1986; PP No.6 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41
Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PP No.45 Tahun 2008; PP No.24 Tahun 2009; Perpres
No.76 Tahun 2007; Perpres No.77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres
No.111 Tahun 2007; Perpres No.27 Tahun 2009; Perpres No.33 Tahun 2010; Perpres No.33
Tahun 2010; Perpres No.16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No.12 tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13
Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2009;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2009; Perda Kutai
Kartanegara No.16 Tahun 2003; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum tentang penanaman modal;
asas, maksud, dan tujuan; kebijakan dasar dan sasaran penanaman modal; bentuk dan
kedudukan badan usaha; perlakuan terhadap penanaman modal; ketenagakerjaan; bidang
usaha; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; corporate social responsibility, dana
cadangan recovery dampak pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan; fasilitas penanaman modal; perizinan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
penanaman modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi;
pengendalian pelaksanaan modal; peran serta masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi;
ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; serta ketentuan penutup terkait penanaman
modal

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
Perda Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati tentang Penanaman Modal
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